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1.  
 

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 13/PHP.KOT-

XIX/2021 dan Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021, dengan ini dibuka 
dan terbuka untuk umum. 

 
 
  
Ya, sebagaimana sidang yang pertama, sidang kali ini juga kita 

berharap bisa cepat karena untuk mengurangi durasi pertemuan, ya. 
Oleh karena itu disampaikan pokok-pokoknya saja, baik jawaban 
Termohon, Keterangan Pihak Terkait, maupun Keterangan Bawaslu. Oleh 
karena itu, sampaikan pokok-pokok penting sambil nanti juga saya akan 
pandu biar cepat. Selain itu yang tidak dibacakan, dianggap telah 
dibacakan semua, ya, dengan buktinya. 

 Terus yang berikutnya, nanti kita yang terakhir akan 
mengesahkan alat bukti yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait, 
dan Bawaslu. Yang terakhir, saya akan menyampaikan bagaimana 
kelanjutan ini, akan saya laporkan dalam RPH. 

 Baik. Silakan, Pemohon Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021, 
siapa yang hadir? 

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: RIZALDI LIMPAS 

 
 Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 

Saya Rizaldi Limpas mewakili Prinsipal Pemohon untuk perkara ini. 
 

3. KETA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Ya. Pemohon Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021? 
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: HEDI HUDAYA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir Hedi Hudaya dan Iqbal 

T. Pasaribu. 
 

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, terima kasih. Termohon Perkara Nomor 13/PHP.KOT-

XIX/2021. 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB 

KETUK PALU 3X 
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6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Termohon Perkara Nomor 13/PHP.KOT-

XIX/2021 saya Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 13/PHP.KOT-
XIX/2021, Yang Mulia, Hendra Kasim. Prinsipal kami yang hadir adalah 
Ketua KPU Kota Tidore, Abdullah Dahlan. Yang mengikuti secara daring 
persidangan yang mulia ini adalah Pak Ismail Idris (Divisi Hukum KPU 
Kota Tidore), dan Bapak Abdulharis Doa (Divisi Teknis), serta diikuti pula 
oleh H. Buchari Mahmud (Divisi Teknis KPU Provinsi Maluku Utara). 
Terima kasih, Yang Mulia.  

 
7. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, terima kasih. Termohon Perkara Nomor 55/PHP.KOT-

XIX/2021. 
 

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, saya 

sendiri Kuasa Hukum Termohon, Muhammad Salman Darwis. Bersama 
kami dari Komisioner Divisi Hukum, Mu’minah Daeng Barang, S.Ikom. 
Hadir melalui daring, Ketua KPU Kota Ternate, Muhammad Zen A. Karim, 
S.Ip., M.Si., dan Jainudin Ali, S.T., beserta rekan kami dari Kuasa 
Hukum, Abdul Razak Said Ali. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
9. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, terima kasih. 
 Pihak Terkait 18 ... eh, sori ... Pihak Terkait Perkara Nomor 

13/PHP.KOT-XIX/2021. 
 

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dan atas nama Pihak Terkait 
dalam Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021, yang hadir secara 
langsung di Mahkamah Konstitusi adalah Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., 
L.L.M. dan Iskandar Yoisangaji, S.H., M.H. Dan yang hadir online atau 
daring adalah Capt. Ali Ibrahim (Prinsipal), dan rekan-rekan Advokat di 
BBHA PDIP. Terima kasih, Yang Mulia. 
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11. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, terima kasih. Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PHP.KOT-

XIX/2021. 
 

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
   Terima kasih, Yang Mulia. Salam hormat. Kami dari Pihak Terkait 

atas Dr. M. Tauhid Soleman dengan Jasri Usman. Yang hadir pada saat 
ini secara luring, saya Fahruddin Maloko, S.H. dan Armin Soamole, S.H. 
Sementara untuk rekan saya yang hadir secara daring atau online, yaitu 
Saudara Regginaldo Sultan, S.H., M.M. 

 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. Bawaslu Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021. 
 

14. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Waalaikumsalam wr. wb. 
 

16. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 
 
 Hadir untuk mengikuti persidangan pada kesempatan ini adalah 

saya dan ... saya sendiri dan rekan saya, masing-masing Ketua Bawaslu 
Kota Tidore Kepulauan, Baharudin Tosofu dan saya sendiri Amru Arfa. 
Yang mengikuti secara daring, ada salah satu Anggota Bawaslu juga, 
Iriyani Abdul Kadir yang mengikuti langsung lewat via Zoom Meeting. 
Dan ketua dan anggota Bawaslu provinsi mengikuti lewat daring. Terima 
kasih, Yang Mulia.  

 
17. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, terima kasih. Berikutnya sekarang Bawaslu Perkara Nomor 

55/PHP.KOT-XIX/2021. 
 

18. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
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19. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Waalaikumsalam wr. wb.  
 

20. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 
Yang hadir dalam Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 di 

persidangan ini untuk mewakili Bawaslu Kota Ternate, saya sendiri Sulfi 
Majid dan ... sebagai anggota dan Kifli Sahlan sebagai Ketua Bawaslu 
Kota Ternate. Yang hadir melalui daring di Bawaslu Republik Indonesia 
adalah Rusly Sahara (Anggota Bawaslu Kota Ternate) maupun Ketua dan 
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
21. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai dengan mendengarkan 

jawaban Termohon pada Perkara 13/PHP.KOT-XIX/2021. Ini Pak Hendra 
Kasim sudah biasa, silakan, pokok-pokok saja! 

 
22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Terima kasih (...) 
 

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tanpa saya ... anu lagi. Ya, silakan! 
 

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. 
 

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. 
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27. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He em. 
 

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Berdasarkan data agregat, jumlah penduduk Kota Tidore itu 

115.089 berdasarkan Pasal 158, maka perbedaan paling banyak 
harusnya 2% suara dari total suara sah. Berdasarkan Keputusan KPU 
Nomor 340 dan seterusnya, Yang Mulia, suara ... total suara sah adalah 
65.123. 2% dari 65.123 adalah=1.303, Yang Mulia. 

 
29. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait 

adalah 9.768 atau di atas 8%, Yang Mulia. 
 

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, di atas berapa persen? 
 

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 8%, Yang Mulia. 
 

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 8%, jadi tidak memenuhi Pasal 158, ya? 
 

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Ya, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak jelas, dianggap 

dibacakan, Yang Mulia. 
 

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
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36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Permohonan Pemohon error in persona, Yang Mulia. 
 

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Kenapa error in persona? 
 

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Karena berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 6 ... Pasal 3 dan Pasal 4 

PMK Nomor 6 Tahun 2020 di situ telah diatur para pihak, mulai dari 
Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan pemberi keterangan. Pemohon 
adalah pasangan calon yang menganggap perolehan suaranya selisihnya. 
Sementara Termohon adalah KPU yang mengeluarkan keputusan. Pihak 
Terkait adalah Pemohon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan 
keputusan KPU. Dan pemberi keterangan adalah Bawaslu, Yang Mulia. 
Sementara dalam Permohonannya, di situ disebutkan bahwa Bawaslu 
provinsi pun ditarik sebagai Pemohon ... Termohon, Yang Mulia. 

 
39. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Baik, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. 

Mengenai dalil telah terjadi indikasi penyalahgunaan APBD Kota Tidore 
Kepulauan. Termohon bermohon kepada Yang Mulia untuk dalil itu 
mohon agar ditanggapi oleh Bawaslu Kota Tidore, Yang Mulia. 

 
41. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Mengenai dalil penyalahgunaan dana desa, dan mengerahkan 

ASN, serta kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan sama, Yang Mulia, 
mohon untuk ditanggapi oleh Bawaslu Kota Tidore. Mengenai dalil yang 
(...) 
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43. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Yang Saudara ketahui, gimana? 
 

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Termohon tidak  (...) 
 

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Memang itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk ... tapi menurut 

Saudara, gimana? 
 

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Termohon tidak mengetahui itu, Yang Mulia. 
 

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Termohon? 
 

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Tidak tahu, Yang Mulia. 
 

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Tidak tahu? 
 

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Ya. 
 

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Tidak ada laporan, begitu? 
 

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Tidak ada laporan ke Termohon, Yang Mulia. 
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53. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak ada tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu? 
 

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Termohon tidak tahu, Yang Mulia. 
 

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Lho, tidak masuk ke tempat Anda? 
 

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Karena penyalahgunaan ini (...) 
 

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu tidak tahu atau tidak ada? 
 

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Tidak masuk di Termohon karena ini mengenai ASN, Yang Mulia, 

bukan penyelenggara. 
 

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Ya. Berikut, mengenai indikasi pelanggaran prosedur yang 

dilakukan oleh petugas KPPS, yakni tidak mengisi Formulir C Daftar Hadir 
Pemilih, kemudian C Daftar Hadir Pemilih Tambahan, dan Formulir C 
Daftar Hadir Pemilih Pindahan, Yang Mulia. 

Bahwa itu tidak benar, Yang Mulia. KPPS mengisi formulir itu, 
Yang Mulia. Untuk membuktikan itu, kami hadirkan seluruh Formulir C 
Daftar Hadir Pemilih, C Daftar Hadir Pemilih Tambahan, dan C Daftar 
Hadir Pemilih Pindahan ke KPU kota yang diisi oleh ... dalam 
penyelenggaraan pemilihan KPU Kota Tidore ke hadapan Yang Mulia, 
yakni Bukti T-5, Yang Mulia. 
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61. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Oke. Terus? 
 

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
Berikut mengenai dalil seluruh PP menolak untuk memperlihatkan 

Formulir Model C Daftar Hadir, Formulir C Daftar Hadir Pemilih 
Tambahan, dan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Pindahan. Perlu 
Termohon sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 
9 ... Nomor 19 Tahun 2020 di situ ... mohon dianggap dibacakan, Yang 
Mulia, bunyi pasalnya. 

 
63. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
Kegiatan rekapitulasi adalah kegiatan mencatat hasil 

penghitungan suara pasangan calon yang dimulai dari tingkat kecamatan 
hingga kota. 

 
65. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Jadi di situ rekapitulasi, ya? 
 

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Adapun tata caranya itu diatur dalam Pasal 15A PKPU Nomor 19 

Tahun 2020, Yang Mulia. 
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69. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, itu dianggap dibacakan. 
 

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Dianggap dibacakan, Yang Mulia. 
 

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Secara ... jika disederhanakan Pasal 15A PKPU Nomor 19 Tahun 

2020, di situ jika terdapat keberatan atas rekapitulasi penghitungan 
suara, Yang Mulia (...)  

 
73. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Jadi pada Bukti T-6 itu, ya? 
 

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Ya, Yang Mulia, Bukti T-6. 
 

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Pada ... dalam rekapitulasi berjalan dengan baik, lancar, sesuai 

dengan (...) 
 

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Tidak ... semua pasangan saksi tanda tangan?  
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78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Khusus untuk ... untuk rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi 

Pasangan Calon 01, Yang Mulia. 
 

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 He eh. 
 

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Peraih suara terbanyak ke-3 itu tidak hadir pada Kecamatan Oba 

Selatan dan Kecamatan Tidore Timur, Yang Mulia. 
 

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Terus? 
 

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Karena tidak hadir, maka tidak ada mandat saksinya dan juga 

tidak menandatangani Form D Hasil Rekapitulasi Kecamatan, Yang Mulia. 
 

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Begitu pula dengan dalil rekapitulasi tingkat Kota Tidore, Yang 

Mulia. 
 

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Itu berhubungan dengan mekanisme dan prosedur, Yang Mulia. 
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87. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Terus, yang terakhir? 
 

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Yang terakhir. Bahwa berdasarkan fakta hukum sehubungan 

dengan Permohonan di atas, maka peris ... peristiwa atau pun dalil 
Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasar 
dan tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya 
Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak oleh Mahkamah, Yang Mulia. 

 Petitum, Yang Mulia. 
 

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, 

Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut. 

 Dalam Eksepsi: 
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon. 
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 Dalam Pokok Perkara: 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota 

Tidore Kepulauan Nomor 340 dan seterusnya. 
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 
yang benar adalah sebagai berikut. 
Pasangan Calon Nomor Urut 1=16.251. Pasangan Calon Nomor 
Urut 2=29.320. Pasangan Calon Nomor 03=19.552. Jumlah 
suara sah=65.123.  

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat yang lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. 

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, terima kasih. Ada, Prof? Cukup? 
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92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terima kasih, Pak Ketua. Termohon, boleh enggak kami 

diberitahu angkanya, berapa saksi masing-masing paslon yang tidak 
tanda tangan di tingkat TPS? 

 
93. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ada berapa TPS dulu, dijelaskan! 
 

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Di TPS semuanya tanda tangan, Yang Mulia. 
 

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Semuanya tanda tangan? 
 

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Semua tanda tangan. Nanti kecamatan yang tidak, Yang Mulia. 
 

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Tunggu dulu! 
 

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Ya. 
 

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Itu berapa TPS? Ditanya Pak Ketua tadi. 
 

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ada berapa TPS? 
 

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 221 TPS, Yang Mulia. 
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102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 221. Itu 221-nya tanda tangan? 
 

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Bagaimana cara kami melihat bahwa itu ditandatangani? 
 

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Itu, Yang Mulia. Harus dilihat dari Form C Hasil KWK, Yang Mulia. 
 

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ada di (…) 
 

107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Tidak kami hadirkan ke bukti karena hasil tidak didalilkan dalam 

Permohonan, Yang Mulia. Hanya … Pemohon hanya mendalilkan formulir 
daftar hadir, Yang Mulia. 

 
108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Formulir daftar hadir? 
 

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Ya. Makanya, seluruh daftar hadir kami hadirkan, Yang Mulia. 
 

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
Seluruh daftar hadir dihadirkan, tetapi (…) 
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111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 
 Siap. 
 

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Yang lembar yang ditandatangani oleh semua saksi itu tidak 

dihadirkan karena tidak didalilkan? 
 

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 
 Benar, Yang Mulia. 
 

114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke. Terima kasih, Pak Ketua. 
 

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Cukup, ya? Yang Mulia, ada? Cukup. Baik, terima kasih, 

Termohon. 
Sekarang Pihak Terkait, ringkas, Bu Erna. 
 

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari advokat dan dari BBHA PDIP 

untuk dan atas nama Capt. Ali. Dengan ini menyampaikan pokok-pokok 
keterangan Pihak Terkait dalam perkara ini sebagai berikut. 

 Dalam Eksepsi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili 
dan memutus perkara a quo dikarenakan sengketa proses yang diajukan 
Pemohon telah disediakan lembaga penyelesaiannya. 

 
117. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 

 
 Kompetensi absolut. 
 
 



16 

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Seterusnya dianggap dibacakan. Terus! 
 

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 

 
 Objek Permohonan Pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan, 

sebagaimana telah ditentukan dan diatur oleh Mahkamah Konstitusi 
dalam Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020. 

 
121. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, dianggap dibacakan narasi selanjutnya. Terus! 
 

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 

 
 Permohonan Pemohon error in persona. Bahwa Pemohon 

mengajukan Permohonan dengan menempatkan Badan Pengawas 
Pemilu Kota Tidore sebagai Termohon II, Badan Pengaws Pemilu Maluku 
Utara sebagai Pihak Terkait. Hal tersebut jelas error in persona 
dikarenakan para pihak dalam perselisihan pemilihan kepala daerah 
berdasarkan Pasal 3 Peraturan MK Nomor 6. 

 
123. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Mestinya hanya siapa? 
 

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 

 
 Adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah. 

 
125. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, terus!  
 

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 

 
 Dengan demikian, Permohonan Pemohon yang menempatkan 

Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagai Termohon II, Bawaslu Provinsi 
Maluku sebagai Pihak Terkait I adalah suatu kesalahan dalam 



17 

menempatkan pihak-pihak dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah 
sebagaimana diatur oleh Mahkamah. Dengan (…) 

 
127. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke, yang keempat sekarang. 
 

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 

 
 Selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa tidak ada 

satu pun dalil-dalil Pemohon yang menjelaskan tentang adanya 
kecurangan penyelenggara pemilihan, baik Termohon, Bawaslu Kota 
Tidore Kepulauan, maupun Pihak Terkait dalam penghitungan dan rekapi 
… rekapitulasi suara, pengurangan, atau penggelembungan suara yang 
merugikan Pemohon. 

Nah, dalil Pemohon ini untuk tuduhan adanya tindak pidana 
korupsi, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 adalah 
kewenangan dari pengadilan tindak pidana korupsi. 

 
129. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, sekarang Pokok Permohonan. 
 

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 

 
Pokok Permohonan akan dibacakan oleh rekan kami, Pak 

Iskandar, silakan!  
 

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Silakan, pokok-pokoknya saja! 

 
132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ya. Terima kasih, izin, Yang Mulia. 
 

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
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134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Pokok Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 

156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 2 … Pasal 
4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) butir b, poin 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020. 

 
135. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, terus, yang lain dianggap dibacakan. 
 

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ya. Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan 

merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena sudah menjadi 
kewenangan lembaga lain. 

a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan 
oleh petugas KPU merupakan pelanggaran kode etik. 

 
137. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, itu dianggap dibacakan a, b, c, d (…) 
 

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ya, selanjutnya. 
 

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Sekarang dalil yang kedua, f itu. 
 

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 
 
 f. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing 

untuk mengajukan Permohonan. 
 

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, ini menyangkut selisih, ya? 
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142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ini menyangkut dengan selisih. 
 

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Antara Pemohon dan Pihak Terkait? 
 

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ya. Izin, Yang Mulia. 
 

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ini kami punya perbedaan dengan KPU Kota Tidore Kepulauan 

yang tadi sudah dibacakan. 
 

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Perbedaannya di mana itu? 
 

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Perhitungan kami itu perbedaanya 15%, Yang Mulia. 
 

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 15%? 
 

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 
 
 Ya. 
 

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Dihitung dari mana ini? 
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152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
Dihitung dari total suara sah, Yang Mulia. Berdasarkan Pasal 158 

Undang-Undang … ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016. 

 
153. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Nah, nanti anu, ya. Dibaca lampiran PMK kita, ya. 
 

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
Ya, Yang Mulia. 
 

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Itu ada bagaimana cara menghitungnya. 
 

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 
 
Siap, Yang Mulia. 
 

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Yang salah menghitung itu dari Pihak Termohon atau Pihak 

Terkait? 
 

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 
 
Siap, Yang Mulia. 
 

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Nanti (…) 
 

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
Ya, ya. 
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161. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Baik. 
 

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
Kami menyampaikan sesuai dengan perhitungan kami, Yang 

Mulia. 
 

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Ya. 
 

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
Terima kasih. 
 

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Nanti dicek, ya. 
 

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 
 
Dalam Pokok Permohonan. 
 

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya, dalam Pokok Permohonan. 
 

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU Nomor 45 dan 

seterusnya tentang PHPU Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 
tidak relevan untuk dibandingkan dengan sengketa PHP ... PHP Kota 
Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang saat ini Pemohon ajukan. 

 
169. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
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170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 

 Mohon dibacakan (...) 
 

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Selebihnya dianggap dibacakan. 
 

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ya, dianggap dibacakan. 
 

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Yang c sekarang. 
 

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 

 Putusan Mahkamah Nomor 190 dan seterusnya, menegaskan 
tidak akan pernah mengadili sengketa pidana dan sengketa administrasi 
pemilukada.  

 
175. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya.  
 

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Mohon dianggap dibacakan. 
 

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Dianggap dibacakan. Petitum sekarang. 
 

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 

 Petitum. Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk 
seluruhnya. 

Dalam Pokok Perkara: 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
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2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340 dan 
seterusnya, tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir 
Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore 
Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020. 

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan yang benar 
adalah sebagai berikut.  

Paslon Nomor Urut 1, Basri Salama dan Muhammad 
Guntur Alting memperoleh suara 16.251 suara. Paslon Nomor 
Urut 2, Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senen dapat 29.320 
suara. Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha=19.552 
suara. Total suara sah 65.123. 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. 

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang 
Mulia.  

 
179. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Baik, terima kasih, Pihak Terkait Kuasanya. 
Sekarang Bawaslu. Bawaslu saya anu saja, ya. Saudara 

menyampaikan laporan keterangannya. Saya minta dijelaskan, apa ada 
temuan? 

 
180. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 

 Baik, untuk terkait dengan dalil Permohonan Pemohon terkait 
penggunaan APBD. Berdasarkan hasil pengawasan (...) 

 
181. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Enggak, ini ... anu ... saya minta dijelaskan dulu masalah temuan, 

kemudian yang kedua masalah laporan. 
 

182. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 

 Ya. 
 

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Temuannya, bagaimana? Ada temuan? 
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184. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 
 

 Untuk penggunaan APBD yang poin 1, ya. 
 

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu temuannya. Siapa yang ... anu (...) 
 

186. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 

 Tidak ada temuan maupun laporan terkait dengan itu. 
 

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. Terus? 
 

188. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 
 Baik, untuk selanjutnya juga sama, pencairan Rp43 miliar (...) 
 

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

190. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 
 

 Juga kita tidak punya temuan dan tidak ada laporan dari (...) 
 

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Tidak ada laporan dan tidak ada temuan. 
 

192. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 

 Ya. 
 

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Terus? 
 

194. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 
 Terus terkait dengan Pokok Permohonan halaman 5. 
 
 



25 

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

196. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 
 

 Angka 5, halaman 5. 
 

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya.  
 

198. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 

 Terkait dengan alokasi dana desa. 
 

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

200. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 
 Itu juga kita tidak memiliki ... tidak mendapatkan temuan maupun 

laporan dari pihak masyarakat.  
 

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya.  
 

202. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 

 Atau tim pasangan calon masing-masing. 
 

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik.  
 

204. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 
 Poin 4. Terkait dengan Permohonan angka 6, halaman 5. Pada 

pokoknya, menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga 
pasangan incumbent dengan sengaja menyalahgunakan jabatan Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengerahkan seluruh 
perangkat Aparatur Sipil Negara Kota Tidore Kepulauan dan kepala desa, 
juga kita tidak mendapatkan temuan maupun laporan dari masyarakat.  
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 Poin 5. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 
7, halaman 5 dan halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan terdapat 
indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS. Juga 
berdasarkan hasil pengawasan, kita tidak dapatkan temuan dan juga 
laporan dari ... baik dari masyarakat, juga tim pasangan calon masing-
masing. 

 
205. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik.  
 

206. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 
 

 Bukti PK-3. 
 

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya, terus? 
 

208. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 

 

 Untuk daftar 1, daftar 2 dianggap dibacakan karena tidak ada 
temuan dan laporan. 

Poin 6. Pokok Permohonan Pemohon angka 8, halaman 6, yang 
pada pokoknya menyatakan KPU Kota Tidore Kepulauan hanya 
membacakan keberatan dari para saksi di tingkat kecamatan dan tidak 
mau memperlihatkan bukti formulir sebagaimana diminta oleh saksi 
Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Terkait dengan data 
pemilih DPTb yang termuat dalam Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih 
Tambahan KWK pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat 
kota oleh KPU Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil pengawasan 
Bawaslu, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara 
tingkat kota oleh KPU Kota Tidore Kepulauan, saksi Pihak Termohon 
tidak dapat memberikan bukti yang diminta oleh KPU Kota Tidore 
Kepulauan, sehingga keberatan Pihak Pemohon untuk membuka kotak 
suara tidak dapat dikabulkan, Bukti PK-04. 

 
209. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

210. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 
 

 Baik. Selanjutnya, Majelis, mohon izin. Ini adalah keterangan 
tambahan di luar Pokok Permohonan. Saya kira (...) 
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211. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Dianggap dibacakan. 
 

212. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 
 

 Dianggap dibacakan saja karena tidak berkaitan dengan dalil 
Permohonan. 

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 
 

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Bawaslu. Ada, Prof. Saldi? 

Cukup. Yang Mulia, ada? Cukup. Baik, untuk Perkara Nomor 
13/PHP.KOT-XIX/2021 sudah kita selesaikan. 

Sekarang Perkara 55/PHP.KOT-XIX/2021, kita mulai dulu dengan 
KPU. 

 
214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Izinkan kami (…) 
 

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ini Pak Salman udah biasa juga, ayo, di anu … pokok-pokoknya 

saja. 
 

216. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Baik, Yang Mulia. Terima kasih. 
 

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Mulai dari Eksepsi. 
 

218. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 Ya. Eksepsinya kami dalam dua hal, Yang Mulia.  
 

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
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220. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Terkait Kewenangan, kami anggap dibacakan.  
 

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
 

222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. 
 

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

224. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Pada prinsipnya dalam penyususnan Permohonan Pemohon, ada 
dua hal penting yang harus dimuat, Yang Mulia. Pertama, perhitungan 
suara yang benar menurut Pemohon dan kesalahan perhitungan 
menurut Termohon. Kedua, hal tersebut tidak termuat dalam Pokok 
Permohonan maupun dalam Petitum Pemohon, Yang Mulia. Sehingga 
menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga tepat 
bagi Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

  
225. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya.  
 

226. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 Selanjutnya dalam Pokok Permohonan. Kami menjawabnya dalam 
enam klaster, Yang Mulia. Pertama, pelanggaran pemilihan yang 
didalilkan Pemohon merupakan dalil yang mengada-ada. Yang kedua, 
partisipasi pemilih 100%. Pemilih yang tidak berhak … yang ketiga, 
pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya mencoblos lebih 
dari satu kali. Dan pemilih yang tidak terdaftar mencoblos menggunakan 
e-KTP atau suket. Empat, dalil permintaan pemungutan suara ulang. 
Lima, penyebutan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Keenam, 
penyusunan daftar pemilih tetap.  
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227. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

228. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Terkait dalil Pokok Permohonan pelanggaran … pelanggaran 
pemilihan yang didalilkan Pemohon merupakan dalil yang mengada-ada. 
Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.  

 
229. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

230. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Prinsipnya adalah Bawaslu Kota Ternate beserta jajarannya tidak 

pernah sekalipun mengeluarkan keputusan, atau putusan, maupun 
rekomendasi yang mengonfirmasi terjadinya pelanggaran pemilihan 
sebagaimaa yang didalilkan oleh Pemohon.  

 Selanjutnya, ketika kita bicara soal pemungutan suara ulang, 
panitia pengawas pemilihan kecamatan sebagai pelaksana kewenangan 
pengawas … pengawasan Bawaslu Kota Ternate di tingkat kecamatan 
tidak pernah merekomendasikan dilaksanakan pemungutan suara ulang 
maupun perhitungan suara ulang.  

 Partisipasi pemilih 100%. Secara konseptual, partisipasi pemilih 
yang mencapai 100% tidak dapat mutatis-mutandis ditafsirkan atau 
dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, melainkan seharusnya 
dimaknai sebagai suatu prestasi, dimana Termohon melalui pendekatan 
sosialisai pemilihan kepala daerah dan pendidikan politik mampu 
mendorong partisipasi pemilih dalam memberikan hak pilihnya. 

 
231. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu di mana saja yang ada tingkat partisipasi sampai 100%?  
 

232. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Di empat TPS, Yang Mulia. 
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233. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

Empat TPS? 

 

234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Ya.  
 

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Di mana saja?  
 

236. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 TPS 6 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate tengah.  
 

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya.  
 

238. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 TPS 8 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan. 
 

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

Ya. 
 

240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan. 
 

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
 

242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 Terakhir TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. 
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243. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Di empat TPS itu memang betul partisipasi 100%, ya? 
 

244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Tidak, Yang Mulia. Ada di dua TPS yang tidak, Yang Mulia. 
 

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Oke.  
 

246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 Yang pertama itu di TPS 6 Kelurahan Kalumpang. 
 

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
 

248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Dalil Pemohon terdapat 204 pemilih (…) 
 

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Berdasarkan dokumen pemilihan yang kami miliki, DPT-nya … 
DPT yang sebenarnya adalah 285, Yang Mulia.  

 
251. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. Jadi, yang 100% betul ada tingkat partisipasinya?  
 

252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Ada dua, Yang Mulia. 
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253. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Di mana? Jelaskan! 
 

254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 TPS 21 Kelurahan Kalumata. 
 

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

TPS 21 sama? Ini yang TPS 21, DPT berapa? 
 

256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 DPT-nya 153, Yang Mulia. 
 

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 153, ada pemilih tambahan? 
 

258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Pemilih tambahannya 38, Yang Mulia. 
 

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 38. Ini semuanya 153 yang terdafatar dalam DPT mencoblos, ya?  
 

260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

Tidak, Yang Mulia.  
 

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Tidak?  
 

262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 Tidak. Yang memilih berdasarkan DPT itu 119 pemilih, Yang 
Mulia. 
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263. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 119. Ya, teruskan! Nanti kita cek.  
 

264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Terkait perolehan suara di empat TPS itu kami jabarkan di tabel 5, 
Yang Mulia. Prinsipnya dari empat TPS (…) 

 
265. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Di tabel berapa? 
 

266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Tabel 5, Yang Mulia. 
  

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 5?  
 

268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 Ya. Itu ada … ada TPS-nya, DPT, pengguna hak pilih DPT, DPTb, 
perolehan suara masing-masing pasangan calon. Prinsipnya dari keempat 
TPS tersebut, mayoritas dimenangkan oleh Pemohon atau paling tidak 
Pemohon memperoleh suara yang sangat signifikan, sehingga menjadi 
tidak relevan Pemohon mempersoalkan keabsahan partisipasi pemilih 
yang mencapai 100%. 

 

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 Selanjutnya, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya 
lebih dari satu kali dan pemilih yang tidak terdaftar mencoblos 
menggunakan e-KTP atau suket.  

 Dari itu, ada 39 TPS, Yang Mulia.  
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271. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

Tersebar di lima kecamatan. 
 

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. Itu dari halaman berapa sampai halaman berapa? 
 

274. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Halaman 12. 
 

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Sampai? 
 

276. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Halaman 59, Yang Mulia.  
 

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Halaman 59, ya? Tabel 36 itu, ya? 
 

278. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Ya, benar, Yang Mulia. 
 

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke, ya, dianggap dibacakan sekarang. 
 

280. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Kami prinsipnya (...) 
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281. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Gimana? 
 

282. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Ingin menjelaskan 4 hal, Yang Mulia. 
 

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

284. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Pertama. Untuk dinyatakan sebagai pelanggaran pemilihan, 

pelanggaran tersebut atau perbuatan tersebut harus dikonfirmasi oleh 
Badan Pengawas Pemilihan Kota Ternate melalui catatan 
pengawasannya, baik itu di tingkat TPS, kecamatan, atau tingkat kota.  

 
285. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

286. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Yang selanjutnya. Saksi dari Pemohon tidak pernah mengajukan 

keberatan, Yang Mulia. 
 

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

288. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Yang ketiga. Saksi Pemohon juga membubuhkan tanda tangannya 

sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan 
calon. 

 
289. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPK? 
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290. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 PPK ada beberapa yang tidak ditandatangani oleh saksi. 
 

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Yang tidak tanda tangan di mana itu? 
 

292. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Nanti kami (...) 
 

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bukti (...) 
 

294. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Terlalu banyak kecamatan. 
 

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, itu kan bisa ketemu, PPK kok. 
 

296. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Di (...) 
 

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 PPK mana saja? 
 

298. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Selatan dan Utara, Yang Mulia. Ternate Selatan dan Ternate 

Utara. 
 

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ternate Selatan dan Utara? 
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300. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Benar, Yang Mulia. 
 

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. Terus? 
 

302. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Terus terkait DPTb. Kami ingin menyatakan bahwa dalam konteks 

penyelenggaraan, kami mengakomodir DPT ... DPTb untuk memenuhi 
hak pilih masyarakat, Yang Mulia. Artinya, memang dia berhak secara 
umur maupun syarat-syarat yang ditentukan. 

Selanjutnya. Yang kami pastikan adalah bahwa pengakomodiran 
DPTb tersebut tidak dalam konteks untuk menguntungkan pasangan 
calon tertentu dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. 

 
303. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

304. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Catatan tambahan kami, Yang Mulia. Terdapat 6 TPS yang 

dimenangkan oleh Pemohon. 3 TPS Pemohon yang meraih suara yang 
sangat signifikan, Yang Mulia. 

 
305. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. Sekarang dalil permintaan pemungutan suara, gimana itu? 
 

306. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Terkait dalil permintaan pemungutan suara. Prinsipnya ketika kita 

membaca Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 
ketentuannya adalah kewenangan tersebut diberikan kepada (...) 

 
307. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Bawaslu? 
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308. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Pengawas kecamatan, Yang Mulia. Artinya, pelaksanaan PSU itu 

berdasarkan rekomendasi atau hasil penelitian dari pengawas 
kecamatan. Sampai saat ini, tidak ada rekomendasi atau hasil penelitian 
dari panwas kecamatan yang tersebar di Kota Ternate yang 
memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang. 

 
309. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, terus? 
 

310. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Selanjutnya, penyebutan kelompok penyelenggara pemungutan 

suara. Kami dalam posisi menegaskan bahwa penyebutan ini sekadar 
menjustifikasi kebenaran, Yang Mulia. 

 
311. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

312. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Kami merasa bahwa sampai saat ini tidak jelas Pemohon 

menyebutkan, siapa nama KPPS yang dimaksud yang membenarkan 
Permohonan Pemohon? 

 Selanjutnya, penyusunan daftar pemilih tetap. Pada tahapan 
pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan penetapan DPT yang 
dimulai dari tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020, 

Termohon melibatkan seluruh stakeholder terkait, di antaranya Bawaslu 
Kota Ternate, kepolisian, Kodim Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, rumah sakit, 
lembaga pemasyarakatan, KPU provinsi, dan seluruh pasangan calon. 
Sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih di 
bawah umur yang memberikan suaranya atau hak pilih menjadi tidak 
relevan karena penyusunan DPT telah melalui mekanisme koreksi yang 
berlapis-lapis dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk dari 
masyarakat atau partisipasi publik. 

 Petitum, Yang Mulia. 
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313. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, silakan! 
 

314. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Dalam Eksepsi: 
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon. 
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Dalam pokok perkara: 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116 sekian-sekian 
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan 
Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Ternate Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. 

Selanjutnya, angka-angkanya kami dianggap dibacakan, Yang 
Mulia. 

 
315. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Dianggap dibacakan, ya. 
 

316. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. 
 

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Prof. Saldi, ada? 
 
318. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 

 Saudara Kuasa Pemohon[Sic!], itu kan ada tabel 6, ya, di halaman 
13. Coba, lihat! 

 

319. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 

 Baik, Yang Mulia. 
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320. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Coba dilihat, ya, Termohon! Yang di halaman 13 dari 64 halaman. 
Tabel VI. 

 
321. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Ya, sudah.  
 

322. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Itu kalau kami mau me-cross-check, itu bukti berapa yang bisa 

menunjukkan ini? 
 

323. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 T-9, Yang Mulia. 

 

324. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 T-9. Sebentar, ya! Coba, Bukti T-9 tadi. Nah, Bukti T-9 yang 

begini nih, apa yang bisa dijelaskan itu? 
 

325. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Saya cek daftar alat bukti. 
 

326. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ini Bukti T-9 ini. Tapi ini cuma ada TPS 07 kelurahan atau Desa 

Fitu, Kecamatan Ternate Selatan. Nah ada nihil, padahal ini angka. 
 

327. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Mohon maaf, Yang Mulia, koreksi. Bukti T-8, Yang Mulia.  
 

328. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Nah, coba Bukti T-8. Ini, ya? 
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329. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Ya, benar, Yang Mulia, Plano C Hasil. 
 

330. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Plano ini (...)  
 

331. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Jadi (...)  
 

332. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
Sebentar! 262 totalnya, ya? 
 

333. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

334. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 262 total. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 1=97. Nomor 

2=42. Nomor 3=67. Nomor 4=50, ya? 
 

335. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

336. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Nah, itu ... itu ... apa namanya ... karna kami ndak bisa ini dari T 

berapa mau dilihat seperti itu, ya. Jadi, kalau bisa ini sebetulnya 
sekarang, kan sudah ndak bisa ditambahkan lagi. Nanti di tabel 7-nya 
tuh T berapa, begitu. 

 
337. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Di beberapa bagian sudah kami vide Bukti T-nya, Yang Mulia.  
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338. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

339. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Karena untuk Plano C ... C Hasil (...)  
 

340. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Tapi semua yang ada tabelnya ada planonya, ya? 
 

341. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Benar, Yang Mulia.  

 
342. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke.  
 

343. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Kami pastikan itu ada. 
 

344. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Karena ini penting untuk dicek. 
Terima kasih, Pak Ketua. 
 

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. Yang Mulia, ada? Cukup. Ya, terima kasih Termohon. 
Sekarang Pihak Terkait. Sama, pokok-pokoknya, ya. 
 

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Ya, Majelis. Ya, terima kasih (...)  
 

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Eksepsinya, apa? 
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348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Terima kasih, Majelis. Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum 

Tauhid Soleman-Jasri Usman (Pasangan Nomor Urut 2 Calon Wali Kota 
Ternate). 

 Terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, kami 
keberatan sehubungan dengan yang pertama, Permohonan Pemohon 
tidak sesuai dengan peraturan PMK. Hal ini kami berdasarkan pada 
postulat. Perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah 
adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. 

Nah, setelah memperhatikan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 10 telah menyebutkan dengan jelas bahwa objek yang diajukan 
oleh ... kepada Mahkamah Konstitusi adalah berbentuk perselisihan ... 
perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil 
pemilihan pemi ... diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai 
dibentuknya badan peradilan khusus. 

 Selanjutnya, dalam PMK juga menjelaskan bahwa objek dalam 
perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon 
mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilih yang signifikan dan 
dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. 

Kemudian, untuk PMK teknis penyusunan ada dalam Pasal 8 ayat 
(3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa 
dalam Permohonan itu, alasan-alasan Permohonan pada pokoknya 
memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang 
ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar 
menurut ... menurut Termohon. Beranjak dari postulat yang saya 
sebutkan awal, maka dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan 
secara jelas dan detil terkait dengan persoalan perselisihan suara. 

 
349. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Dianggap dibacakan yang lain. Terus? 
 

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Kemudian, Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab-

akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansi terhadap 
perolehan suara Pihak Terkait (...)  

 
351. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
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352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Anggap dibacakan, Majelis. 
 

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Tentang Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. Hal 

ini kami jelaskan pada tabel 2, di halaman 20. 
 

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ada 43 TPS yang didalilkan Pemohon. Dan menurut kami, narasi, 

atau dalil, atau pun Posita yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan 
kabur. 

 
357. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Dalam bentuk tabel, Majelis. 
 

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Kemudian, kami keberatan juga terkait dengan renvoi 

Permohonan Pemohon yang bertentangan dengan hukum formil dan 
ketidakseriusan Pemohon mengajukan Permohonan. Untuk renvoi 
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Permohonan, menurut Pihak Terkait, Pemohon telah merenvoi pada 
Pokok Perkara, yaitu halaman 16 huruf b, huruf c, dan d, direnvoi dari 
tulisan TPS 01 menjadi TPS 02. Halaman 17 angka 8 direnvoi dari tertulis 
TPS 02 menjadi TPS 05. Dan halaman 21 angka 9 direnvoi dari tertulis 
TPS 02 menjadi halaman ... TPS 02. Menurut Pihak Terkait, hal yang 
direnvoi adalah hal yang Pokok Perkara, maka secara hukum tidak 
diperkenankan. 

 
361. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Sekarang Pokok Permohonan. 

 
362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Apa ... Majelis, untuk ... untuk keseriusan Pemohon terkait 

dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, kami keberatan terhadap 
Permohonan Pemohon. Pemohon tidak serius mengajukan 
Permohonannya. Karena dalam pengesahan alat bukti yang di ... pada 
persidangan sebelumnya, Pemohon hanya mengajukan Bukti P-1 sampai 
Bukti P-5, dimana bukti a quo tidak menjelaskan sedikit pun terkait dalil 
atau pun Posita yang diajukan Pemohon dalam Permohonan. Maka, kami 
menganggap bahwa Pemohon tidak serius.  

Adapun waktu yang diberikan oleh Mahkamah melalui PMK, itu 3 
tahapan. Yang pertama, pengajuan Permohonan lewat online atau lewat 
langsung. Yang kedua, Perbaikan Permohonan. Yang ketiga, agenda 
pendahuluan. Kesempatan itu tidak digunakan oleh Pemohon untuk 
menambahkan alat bukti. 

 Dan hal ini, kami menganggap bahwa Pemohon tidak serius 
mengajukan Permohonannya. 

 
363. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Untuk Pokok Perkara, Majelis. Lanjut ke Pokok Perkara, Majelis. 
 

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, silakan! 
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
55/PHP.KOT-XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Berdasarkan tabel 1 adalah jumlah suara, yaitu Merlisa, S.E., dan 

Juhdi Taslim=19.942. Doktor … Pasangan Nomor Urut 2, Dr. M. Tauhid 
Soleman, M.Si. dan Jasir … Jasri Usman, S.Ag.=28.022. Untuk Pasangan 
Nomor 3, Drs. H. Muhammad Hasan Bay, M.M., dan Mohammad Asghar 
Saleh, S.E., M.E.=26.307. Untuk Calon Nomor Urut 4, Mohammad Yamin 
Tawary, S.Ag., dan Hi. Abdullah Tahir, S.H.=19.000 … 18.980. Jumlah 
suara sah=93.251. 

 Adapun keterangan kami, yang kami sampaikan dalam Pokok 
Permohonan terkait dengan keberatan apa … dalil Pemohon yang 
diajukan hampir 43 … yang kami tafsir hampir 43 TPS yang diajukan oleh 
Pemohon tidak pernah ada penandatanganan ataupun pengajuan Form 
D Kejadian Khusus atau keberatan oleh saksi Pemohon, maupun oleh 
panwas lapangan, ataupun panwas TPS. 

 
366. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Jadi, semua TPS yang didalilkan itu sebetulnya tidak ada masalah? 
 

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Tidak ada masalah, Majelis. 
 

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu halaman berapa sampai berapa ini (…) 
 

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Kami menanggapinya per poin, per poin dalam Pokok Perkara. 
 

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Dari halaman 33, TPS 06 sampai TPS akhir yang didalilkan oleh 

Pemohon. 
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372. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, itu halaman 73 (…) 
 

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 33. 
 

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Terus? 
 

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Sampai halaman … sebentar, Majelis. 
 

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 33, hampir seluruhnya? 
 

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Seluruhnya, Majelis. 
 

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ha? 
 

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, Majelis. 
 

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Sampai halaman 73 itu? 
 

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Ya, Majelis. Sampai seluruhnya. Jadi tidak ada (…) 
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382. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ternate Utara halaman 75, masih, ya? 
 

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya. 
 

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Terus TPS 1 Kelurahan Soa itu masih. 
 

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Ya, Majelis. 
 

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Itu kan dalil-dalilnya dia, kan itu langsung diajukan. 
 

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya. Prinsipnya (…) 
 

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus (…) 
 

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Tidak mengendalikan tentang keberatan … tidak ada keberatan di 

tingkat TPS. 
 

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Jadi, semuanya yang didalilkan di TPS-TPS itu sebetulnya 

tidak ada masalah, ya? 
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391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Tidak ada masalah dari kami Keterangan Pihak Terkait. 
 

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Kemudian untuk pemilih DPTb. 
 

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Itu pun tidak ada keberatan, Majelis. 
 

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Kemudian terkait dengan pemilih di bawah umur, itu pun tidak 

ada keberatan di setiap TPS. Kemudian, pemilih memilih yang lebih dari 
dua kali yang diduga atau didalilkan oleh Pemohon, itu pun tidak ada 
keberatan di setiap TPS. Kami pun mencatat bahwa dari 43 TPS yang 
didalilkan Pemohon, kami mencatat ada 15 TPS yang tidak dimenangkan 
oleh Pemohon … tidak dimenangkan oleh Pihak Terkait, maaf, Majelis. 

 
398. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Kemudian (…) 
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400. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Malah sebaliknya dimenangkan oleh Pihak Termohon[Sic!], ya? 
 

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, dimenangkan oleh Pihak Pemohon ataupun ada pihak lain dari 

pasangan calon. 
 

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Pihak lain, ya? 
 

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Jadi Pemohon di 15 TPS yang didalilkan, Pihak Terkait tidak 

menang di 12 TPS itu. 
 

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. 
 

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Lantas kemudian, Majelis, lanjut ke dalil kami tentang perhitungan 

… tentang proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, tidak 
terjadi ke … kejadian khusus, itu di halaman 90. 

 
406. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
 

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Kemudian, pemutakhiran DPT sudah sesuai dengan ketentuan 

hukum. 
 

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Alasan kami mengutarakan keterangan bahwa pemutakhiran DPT 

sudah sesuai ketentuan hukum ini yang pertama, berpedoman pada 
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar 
Pemilih di dalam negeri maupun dalam penyelenggaraan umum. 

 
410. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Pada waktu pemutakhiran data pemilih? 
 

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya. 
 

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu dilakukan dalam apa? Sidang pleno? 
 

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, dalam setiap tahapan, Majelis, kami jelaskan di situ (…) 
 

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Yang terakhir juga dilakukan dalam sidang pleno? 
 

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Ya, Majelis. 
 

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Dihadiri oleh semua pihak? 
 

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, di semua pihak dan proses penyampaian pengumumannya itu 

terbuka, bahkan disampaikan dalam rumah-rumah ibadah, 
diberitahukan. 
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418. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Jadi bahwa proses (ucapan tidak terdengar jelas) DPT dilakukan 

berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, 
serta proses penyusunan DPT dilakukan secara terbuka, serta dipublikasi 
untuk mendapatkan masukan atau verifikasi oleh sejumlah pihak. 

 
420. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Dihadiri panwas (…) 
 

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Ya. 
 

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Atau Bawaslu juga? 
 

423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, Majelis. 
 

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Kemudian proses pengumuman dilakukan di tempat-tempat 

umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk publikasi di 
rumah ibadah, maka keraguan atau DPT in casu secara hukum untuk 
pemenuhan rasa keadilan harus dikesampingkan.  

 
426. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
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427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Adapun Pemohon yang kemu … kemudian me … meragukan DPT 

in casu tidak dilakukan keberatan sejak awal pada proses pemutakhiran 
DPT, maka secara hukum seharusnya dianggap benar oleh Pemohon dan 
tidak lagi mempermasalahkan DPT a quo. Menurut Pihak Terkait 
mengenai keberatan Pemohon terhadap DPT in casu yang didalilkan 
menunjukkan ketidakjujuran Pemohon itu sendiri. 

 
428. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Petitum sekarang! 
 

429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, kesimpulan kami … Petitum langsung, Majelis. Kesimpulan 

dianggap dibacakan.  
Petitum. Bahwa berdasarkan semua uraian yang telah 

dikemukakan tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Yang 
Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara 
a quo sebagai berikut. 

 Dalam Eksepsi:  
1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijke verklaard). 
 Dalam Pokok Perkara: 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116 sekian, sekian, 
Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Ternate Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020. 
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat 

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Demikian Keterangan Pihak Terkait kami. Hormat saya, Fahruddin 

Maloko dan Armin Soamole. Terima kasih, Majelis. 
 

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, terima kasih. Ini anu … ada persoalan ini. Fotokopinya 

buram sekali, saya … mata saya jadi sakit ini. 
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431. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Siap. Ya, Majelis. Nanti (…) 
 

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya? 
 

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini fotokopi di mana ini? Cari yang paling murah ini fotokopinya 

ini. Tadinya saya bisa membaca di depan, lama-lama blank ini tulisannya. 
Ya, nanti lain kali fotokopinya yang baik, ya. 

 
435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 

 Ya, Majelis. 
 

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Minta prinsipal dong kalau duitnya kurang, ya. Jangan malu-malu 

minta prinsipal.  
Ya, silakan! 

 

437. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terima kasih. Tadi apa … Kuasa Pihak Terkait, Anda menyebut 

beberapa kali postulat, ya? 
 

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya. 
 

439. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Apa yang Anda maksud dengan postulat itu? 
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440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, postulat ini saya kutip dari pendapat Prof. Edward Omar Sirait.  
 

441. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Siapa? 
 

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Prof. Dr. Edward Omar Sirait … Hiariej, S.H., M.H. 
 

443. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Waduh, Anda menyebut nama orang saja salah, bagaimana mau 

jadi lawyer ini?  
 

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Pakai masker, Majelis. 
 

445. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Enggak. Saya pake masker juga lurus-lurus. Itu Namanya Prof. 

Dr. Edward Omar Sharif Hiariej. 
 

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, S.H., M.Hum. 
 

447. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nah. 
 

448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Dalam (…) 
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449. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Apa yang Anda maksud postulat di sini? 
 

450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Postulat yang saya maksud ini ialah, Mahkamah, menjelaskan 

bahwa penafsiran terhadap pasal ataupun ketentuan hukum dalam 
perundangan harus ditafsir jelas sebagaimana apa yang dituangkan 
dalam undang-undang. 

 
451. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Jadi postulat itu (…) 
 

452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Ya. 
 

453. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini karena semua orang ngikut nih (…) 
 

454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya. 
 

455. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Kalau kami terima, itu nanti kami terikat oleh kalimat Anda itu 

sendiri. 
 

456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya, Majelis. 
 

457. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Sesuatu yang jadi asumsi dasar, tidak perlu lagi dibuktikan 

kebenarannya. 
 



57 

458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya. 
 

459. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Padahal, kita hadir di sini mau membuktikan benar atau tidak 

yang disampaikan itu. 
 

460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Ya, Majelis, terima kasih. 
 

461. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Jadi, tidak tepat Anda menggunakan postulat untuk soal-soal 

seperti ini. 
 

462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Ya, Majelis. 
 

463. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya? Anda ya, ya, saja, ya. Itu satu. Yang kedua, tadi Anda 

menyebut NO itu coba ulangi tadi apa? 
 

464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 NO. 
 

465. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
 NO itu apa tadi singkatannya? 
 

466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Nos Indeks. 
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467. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
Apa? 
 

468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Sebentar, Majelis. Saya lihat, Bahasa Belanda, Majelis. 
 

469. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
Ini nanti kalau apa (…) 
 

470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Niet … niet (…) 
 

471. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
 Berperkara di Mahkamah Konstitusi yang standar-standar itu 

harus paham, lho, harus mengerti. 
 

472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
Ya. 
 

473. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
Menyebutnya pun itu harus benar. Apa itu NO itu? 
 

474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
Sebentar, Majelis. Saya baca supaya lebih jelas. 
 

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
 Apa itu? 
 

476. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Niet? 
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477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
Niet. 
 

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Lulusan hukum harus tahu. 
 

479. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Apa lagi? 
 

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
Belakangnya apa itu? Niet apa? 
 

481. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
Pantasan tadi warna fotokopinya tidak muncul. 
 

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
Ternyata ngomongnya juga jadi enggak muncul. 
 

483. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
NO. Cari NO! Anda tadi minta di-NO-kan. Tadi apa itu? Niet 

ontvankelijk? 
 

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
Ver (…) 
 

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Sebentar, Majelis. 
 

486. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Coba Anda baca lagi. 
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487. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Nanti ketemunya 2 hari lagi. 
 

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKOHAKIM  

  
 Niet ontvankelijk vandekerd. 
 

489. ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Enggak ada. Yang betulnya itu niet ontvankelijke verklaard. 
 

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKOHAKIM  
 

 Verklaard, ya. Terima kasih, Majelis, masukannya. 
 
491. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Jadi, tad … tadi lebih baik begini, Hakim dianggap sudah tahu, 

gitu. 
 

492. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Terima kasih, Pak Ketua. Yang paling penting itu soal (…) 
 

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya. 
 

494. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Soal apa … ya, soal postulat. 
 

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya. 
 

496. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Jadi, kalau Anda anggap apa yang Anda sampaikan itu tidak perlu 

dibuktikan lagi, enggak perlu kita sidang ini. 
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497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 

 
 Ya. Terima kasih, Majelis, masukannya. 
 

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, itu … anu … Prof., hanya untuk melihat … kelihatan kalau 

Kuasa Hukumnya canggih, gitu lho. Padahal salah, ya, Prof? 
 

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 
 Mendapat kuliah, Majelis. 
 

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Baik, sekarang Bawaslu yang terakhir. Bawaslu ini antara 

keterangan tertulis dengan resumenya sama tebalnya ini. Gimana ini 
buat resume, kok kaya gini ini? Ini mana yang mau dibacakan ini? 

 
501. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Yang resume. 
 

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Resume kalau, kok segini tebalnya? Mau dibacakan semua, 

selesainya malam Minggu nanti. 
 

503. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Baik, kami akan mempersingkat, Yang Mulia. 

 
504. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Saya mau … anu … begini. Sekarang berdasarkan sistematika, 

temuan-temuan penting apa? Laporan-laporan penting apa? Dan 
bagaimana tindak lanjutnya? Itu saja. Jangan seluruhnya, kalau 
seluruhnya repot. 

 
505. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Baik. 
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506. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, yang lain dianggap telah dibacakan. Nanti kita baca. Jadi kita 

punya tim untuk membaca, dan tim untuk menyimpulkan, nanti kita 
lapor kepada Hakim untuk Hakim yang memutus. Jadi, semuanya akan 
terbaca oleh kita. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya. 
Makanya tadi, kan Prof. Saldi langsung, “Bukti ini coba dicarikan!” 
Langsung ketemu kita itu, ya.  

Baik, silakan! Temuannya apa? Laporannya apa? Silakan, Bawaslu!  
 

507. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Mengenai dengan 

temuan, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2020, pemungutan dan 
penghitungan suara. Temuan di TPS 14 Kalumata. 

 
508. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

509. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Kemudian, di TPS 8 Kelurahan Makassar Barat. 
 

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Namanya Makassar Barat? 
 

511. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Makassar Barat. 
 

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Oke.  
 

513. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Itu di Ternate Tengah. Kalau di Kalumata itu Ternate Selatan, 
Kecamatan Ternate Selatan. 

 
514. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Ya, terus? 
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515. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Kemudian, di Kelurahan Fitu di TPS 7 ada pemilih yang 
menggunakan C Pemberitahuan orang lain. 

 
516. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya.  
 

517. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Yang berupaya untuk mencoblos, tapi kemudian diketahui dan 
dicegah, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak 
pilih dengan C Pemberitahuan orang lain.  

 
518. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
 

519. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Tetapi kemudian, itu pemilih tersebut atas nama Fadli Kubais 
yang menggunakan pemilih ... apa ... C Pemberitahuan orang lain itu 
atas nama Alex Saban dengan nomor urut DPT 113, Yang Mulia.  

 
520. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
 

521. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Jadi untuk temuan ada 3 itu, tetapi dicegah. Dan yang duanya 
untuk Kalumata, sekarang sudah ke tahap penuntutan, sudah 

penyerahan barang bukti, maupun tersangka di kejaksaan. Untuk di TPS 
8 Makassar Barat, terlapor kita undang dua kali, tidak pernah hadir. 
Karena itu ahli berpendapat, ”Kita tidak untuk pemilihan kepala daerah, 
itu berbeda dengan pemilu bahwa ... apa ... terlapor bilamana tidak 
hadir, maka tidak bisa untuk kita teruskan.”  

 
522. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Oke.  
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523. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Karena itu, penyidik juga berpendapat sebagaimana pendapat ahli 
bahwa memang tidak dapat ditindaklanjuti. Demikian untuk temuannya. 

 
524. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Temuannya. Baik. Jadi yang tadi mau mencoblos, tapi enggak 
jadi, ya? 

 
525. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Ya.  
 

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sudah dicegah, ya? 
 

527. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Ya, kecuali di TPS 14. 
 

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Kecuali di 14 tadi? 
 

529. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Di Kalumata. 
 

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke.  

 
531. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Yang bersangkutan sudah mencoblos. 
 

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sudah terlanjur mencoblos? 
 

533. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Sudah mencoblos. 
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534. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tapi diproses kemudian? 
 

535. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Sudah diproses. 
 

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Dan sekarang menunggu putusan pengadilan? 
 

537. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Sementara di jaksa dan kita menunggu jaksa melimpahkan di 
pengadilan. 

 
538. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke, masih dalam proses kejaksaan. 
 

539. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ya.  
 

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Baik. Terus suaranya di … termasuk dihitung atau dianggap tidak 
sah? Perhitungan … penghitungan suara (…) 

 
541. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Waktu itu dihitung. 

 
542. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ha? 
 

543. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Waktu itu dihitung. 
 

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Terus akhirnya dianulir, enggak? 
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545. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Dianulirkan. 
 

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Terus yang berikutnya, laporan? 
 

547. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Kemudian untuk laporan tanggal 11 dan 12, Bawaslu Kota Ternate 
menerima laporan sebanyak 20. 

 
548. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

549. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Di tanggal 11 itu ada 9 laporan. 
 

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

551. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Kemudian, tanggal 12 Desember itu ada 11 laporan. Jadi totalnya 
(...) 

 
552. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Dari laporan-laporan ini yang ditindaklanjuti ada? 

 
553. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Dari laporan-laporan yang kami terima itu, tanggal 11 kami … 
setelah kami cross-check, ternyata memang keterpenuhan syarat 
formilnya itu belum terpenuhi, sehingga kami meminta untuk dilengkapi. 

 
554. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
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555. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Setelah itu, dilengkapi dan kami meregister, ditambah dengan 
tanggal 12 yang dilaporkan itu. Untuk di tanggal 12, 10 laporannya tidak 
dapat kami register. 

 
556. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

557. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Sehingga kami tindak lanjuti melalui penelusuran, tetapi yang di 

... ada 10 itu, terlapornya adalah Pasangan Calon Nomor 2. 
 

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
 

559. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Kami melakukan penelusuran dengan dugaan pelanggaran yang 
dilakukan pada tanggal 9. Penelusuran yang dilakukan oleh Bawalsu Kota 
Ternate, tidak ditemukan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan secara 
langsung oleh Pasangan Calon Nomor 2. 

 
560. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. Atau tim suksesnya? 
 

561. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Tidak menyebutkan, ”Atau tim sukses.” Hanya di dalam 

laporannya menyebut, ”Pasangan Calon Nomor 2.” 
 

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

Pasangan calon, oke.  
 

563. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Karena itu, kami melakukan penelusuran. 
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564. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

565. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Untuk yang kami register, kami register itu dapat kami teruskan 
itu ada dugaan pelanggaran administrasi, ada 4.  

 
566. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya.  
 

567. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
Tetapi satu dalil tidak masuk di TPS 4 Kelurahan Makassar Timur. 

Namun untuk di TPS 1 Makassar Timur, TPS 2 Makassar Timur ... eh, 
mohon maaf, TPS 1, dan TPS 3, serta TPS 5 itu kami teruskan. 

 
568. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya.  
 

569. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Maupun TPS 4, tapi TPS 4 tidak masuk dalam dalil, kami teruskan 

di (...) 
 

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Enggak. TPS 4 juga disebutkan meskipun tidak ada di dalam dalil. 
Terus, bagaimana? Diteruskan (…) 

 

571. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Ya, kami teruskan ke KPU Kota Ternate. 
 

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
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573. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Diteruskan, dilampirkan surat terusan itu, dilampirkan juga 
dengan hasil kajian kami, kami sampaikan ke KPU Kota Ternate 
tertanggal 21 Desember 2020. 

 
574. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Apa rekomendasinya? 
 

575. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Jadi begini, kami sampaikan bahwa hasil kajian kami itu memuat 

bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Pemohon melalui 
Kuasa Hukumnya (...)  

 
576. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya.  
 

577. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
Itu kami teruskan ke KPU itu berkaitan dengan tata cara dan 

prosedur pada tanggal 9 sebagaimana laporan yang dilaporkan oleh Para 
Pemohon, kami teruskan ke KPU Kota Ternate untuk memperhatikan 
hasil kajian kami. Bilamana KPU berpendapat untuk menindaklanjuti 
dengan cara melakukan kajian kembali juga sesuai dengan tata cara dan 
mekanisme yang diatur oleh ... tersendiri oleh KPU, maka agar segera 
ditindaklanjuti (...) 

 

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Hasil kajiannya apa? 
 

579. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Hasil kajiannya, yaitu mengarah pada pelanggaran administrasi. 
 

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Administrasi?  
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581. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Mengenai tata cara prosedur, misalnya pada saat memanggil di 
TPS. Pada saat memanggil itu tidak menyebut nama, tapi hanya nomor 
urut dan sebagainya. Itu menurut kajian kami, dari ketentuan Pasal 7 
ataupun Pasal 8 (…) 

 
582. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Bisa keliru, ya? 
 

583. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Yang diatur di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 (...) 
 

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
 

585. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Tahun 2020. Mestinya harus diperhatikan adalah KTP-nya, 
penyebutan namanya, dan sebagainya.  

 
586. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

587. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Ketentuan itulah yang menjadi rujukan kami, sehingga kami 
dalam kajian menyimpulkan bahwa memang ini dari aspek ketentuan 
Pasal 6 dan Pasal 7 itu sedikit bergeser dari tata cara prosedur maupun 

mekanisme yang diatur dalam peraturan tersebut. Demikian. 
 

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Terus habis itu diperbaiki, enggak? Pemanggilan yang berikutnya 
diperbaiki, enggak? 

 
589. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Pemanggilan (…) 
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590. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Enggak. Itu sudah sampai selesai di TPS itu?  
 

591. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ya, sudah selesai. Kami memanggil terlapor, kemudian para saksi, 
bahkan pengawas TPS kami juga, kami jadikan sebagai keterangan 
tambahan, kami meminta keterangan. Sehingga dari keterangan-
keterangan maupun bukti yang dilampirkan, kami hasil kajiannya 
demikian, Yang Mulia.  

 
592. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Oke. Ada enggak terus kemudian keberatan-keberatan terhadap 
proses pencoblosan di TPS itu?  

 
593. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ya. Proses pencoblosan di TPS, itu misalnya kalau di Tabona, itu 
proses berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS ke TPS 8 Kelurahan 
Tabona, memang tidak terdapat keberatan di tingkat bawah di TPS.  

 
594. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

595. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Tapi pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, muncul 
keberatan yang diajukan oleh para saksi … di saksi untuk Nomor 1 
maupun Nomor 3 berkaitan dengan DPTb, daftar pemilih tambahan. 

 

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. Ya, lainnya lagi masih ada? 
 

597. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Kemudian selain itu juga, misalnya keberatan itu dia muncul di 

TPS 14 yang kami sampaikan tadi.  
 

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya. 
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599. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Tapi itu sudah langsung dijadikan temuan, misalnya pemilih yang 
menggunakan C Pemberitahuan orang lain atas nama Zulfikar. C 
Pemberitahuan itu, Zulfikar itu pemilih yang sedang berada di … di … 
apa … di tahanan.  

 
600. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

Ya. 
 

601. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Yang digunakan oleh orang lain itu, diketahui oleh saksi, diajukan 
keberatan, sehingga yang bersangkutan langsung di … apa … dicegah, 
tapi sudah terlanjut mencoblos. Dan saat itu juga langsung diatasi, dan 
dijadikan sebagai temuan oleh pengawas TPS, diteruskan ke kecamatan, 
kecamatan meneruskan ke Bawaslu Kota Ternate, dan ditindaklanjuti di 
Sentra Penegakan Hukum Terpadu. 

 
602. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. Ada lagi? Cukup, ya. 
 

603. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ada lagi tapi banyak, mohon dianggap dibacakan.  
   

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Itu yang laporan-laporan, ya?  
 

605. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Ya. 
 

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Enggak. Tapi yang penting yang ada laporan-laporan, yang bisa 
menyebabkan perbedaan perolehan suara itu ada, enggak? 

 
607. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ya. Lap … lap … laporan untuk 20 itu ada banyak sih yang 
memang … misalnya di TPS 14 ini yang dilaporkan adalah bahwa pada 
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hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, jumlah pengguna hak pilih 
DPT=147, dengan KTP=3 … 31, total 178. Dimana partisipasi cukup 
tinggi diduga adanya mobilisasi dari luar dengan menggunakan KTP 
maupun undangan yang tidak terpakai dengan menggunakan data 
pemilih orang lain, sehingga kedapatan salah satu pemilih atas nama 
Zulfikar yang sementara berada di Lapas Jambula sebagai tahanan, 
namun namanya dipakai oleh Cahyo Bugroho Eko Saputra. Cahyo 
Nugroho, tapi di sini ditulis Cahyo Nugroho. 

 
608. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Tapi, yang perlu saya sampaikan dalam minta klarifikasi ini, 
apakah ada rekomendasi dari panwas (…) 

 
609. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ya. 
 

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Baik di tingkat TPS, maupun di tingkat kecamatan, atau sampai ke 
Bawaslu (…) 

 
611. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Mengenai PSU, ya? 
 

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ada rekomendasi untuk dilakukannya PSU? 
 

613. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Tidak ada, Yang Mulia. 
 

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Tidak ada. 
 

615. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Karena yang mencoblos … kecuali di TPS 14 ini, misalnya dua 
orang (…) 
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616. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

617. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Baru kita bisa merekomendasikan dilakukan perhitungan suara 
ulang.  

 

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Karena yang coblos (…) 
 

619. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Misalnya di TPS (…) 

 

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tidak memenuhi syarat (…) 
 

621. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ya. 
 

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Pasal berapa itu?  
 

623. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Tidak memenuhi syarat (…) 
 

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Kalau coblos dua orang mencoblos dua kali, itu kan bisa, kan? 
 

625. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Ya, di TPS yang sama. 
 

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 TPS yang sama? 
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627. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ya. 
 

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ini coblos di sini dan coblos di sini, enggak bisa kena? 
 

629. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Ya. Dia berbeda. 
 

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Berbeda. Itu enggak bisa, kan? 
 

631. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Ya. Di TPS 8 (…) 
 

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 He eh. 
 

633. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Maupun di TPS 14 di kecama … 8-nya di Kecamatan Ternate 
Tengah, di Kelurahan Makassar Barat. Dan di Ternate Selatan itu di TPS 
14 Kalumata, TPS … eh, di kelurahan … apa … di Kecamatan Ternate 
Selatan.  

 
634. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, tidak bisa memunculkan rekomendasi untuk dilakukannya 
PSU? 

 
635. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 PSU.  
 

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. Ya, ada lagi?  
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637. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Cukup, Yang Mulia.  
 

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Kalau begitu sudah selesai. Prof. Saldi (…) 
 

639. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Mohon tambahan sedikit, Yang Mulia.  
 

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya? 
 

641. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Mohon maaf. Di Kelurahan TPS 4, Kelurahan Marikrubu, kami 

kiranya memang di sini kami sudah renvoi, sudah ubah. 
 

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 He eh.  
 

643. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Tetapi file … soft file yang kami masukkan itu (…) 
 

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

Di halaman berapa coba … coba ditunjukkan?  
 

645. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Di (…) 
 

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Di keterangan tertulis atau di resume? 
 

647. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Resume di halaman 8, Yang Mulia. 
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648. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Halaman?  
 

649. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 8.  
 

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 8. Resume halaman 8, sebentar. Ya, he eh. Di mana itu? 
Kelurahan apa? Maribubu ... Marikurubu? 

 

651. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 TPS 4 Kelurahan Marikurubu. 

 

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Apa yang direnvoi?  
 

653. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Semula yang di file itu pemilih atas nama M. Risky Ramadhan 
terdaftar di TPS 4, kalau di file-nya. 

 

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 He eh. 

 

655. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Di sini yang sudah diubah adalah terdaftar di TPS 5. 

 

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 TPS 5? 
 

657. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

Ya. 
 

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
yang betul TPS 5, ya? 
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659. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Yang betul TPS 5. 
 

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, yang betul bukan di soft copy, tapi yang betul adalah yang di 
print-out ini, ya? 

 

661. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 

 Ya, Bukti PK-13. 
 

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Bukti PK-13? 

 

663. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ya. 
 

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ada lagi? 
 
665. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 

 
 Cukup, Yang Mulia. 
 

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Cukup? Baik. Nanti dianu ... ya, baik. 
 

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 
 
 Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, Yang Mulia. 
 

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Apa lagi dari Pihak Terkait? 
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669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ya, kami ingin renvoi … renvoi apa (…) 
 

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Sebentar, sebentar. Prof. Saldi, ada yang ke Bawaslu? Cukup. 

Yang Mulia? Baik. 
 

671. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Izin, Yang Mulia. 
 

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, ini kalau sudah selesai, baru sekarang Pihak Terkait. Urusan 

Bawaslu dulu diselesaikan, ya? Itu temannya jangan suruh cepat-cepat, 
Bu Erna. Kalau yang suara cewek boleh cepat-cepat, kalau suara laki-laki 
jangan. 

 Sekarang, silakan, renvoi yang mana? 
 

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 
 
 Ya. Izin, Yang Mulia. 
 

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ada di halaman 9, Yang Mulia, paragraf pertama. 
 

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Sebentar, halaman 9? 
 

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ya. Paragraf pertama. 
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678. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Paragraf pertama. Angka berapa 1.3, 1.4, 1.5? 
 

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Paragraf pertama, Pak, di halaman 9.  
 

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Halaman 9? 
 

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 
 
Baris kedua, poj … akhir dari paragraf pertama, baris kedua. 
 

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Apa itu yang mau direnvoi? 
 

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 TPS maupun PPD diganti K … PPK. 
 

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Mana itu? Ha? Oh, Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021. 
 

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021, Yang Mulia. 
 

686. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS  

 
 Izin, Yang Mulia, Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021, Yang 

Mulia, Pemohon[Sic!]. 
 
687. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Pihak Terkait Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021. 
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688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 

 Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021, Yang Mulia. 
 
689. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Ya, dicatat anu ... aja di anu. Tolong, Mas! 
 

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Halaman 9, paragraf pertama. 

 

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Halaman 9, paragraf pertama. 
 
692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 

 Di akhir baris kedua, Yang Mulia. 
 

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 

 

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 

 TPS maupun PPD ini digantinya K, Yang Mulia. PPK. 
 
695. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 PPD-nya ganti PPK? 
 

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Ya, Yang Mulia. 

 

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 PPK. 
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698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 

 PPD diganti PPK. 
 
699. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

Ya. Terus? 
 

700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ISKANDAR YOISANGAJI 

 
 Itu saja, Yang Mulia. 

 

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. 
 
702. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Izin, Yang Mulia, Pemohon[Sic!]. 
 

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Pemohon apa?  

 

704. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Eh, Termohon ... Termohon Perkara Nomor 55/PHP.KOT-
XIX/2021? 

 

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021, gimana? 

 

706. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Terkait kami mau meluruskan timeline waktunya, Yang Mulia, 

terkait rekomendasi pelanggaran administrasi sebagaimana yang 
disebutkan oleh Bawaslu kota? 
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707. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh? 
 

708. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Jadi, rekomendasi tersebut terbit pada tanggal 21 Desember 

2020, Yang Mulia. 
 

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 He eh. 
 

710. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Terkait proses pemungutan pada tanggal 9, Yang Mulia. 
 

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 He eh. 
 

712. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Artinya, kita dalam ... kami dalam proses penindaklanjutannya 

agak ... agak ribet nih, Yang Mulia. Karena (...) 
 

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oh, jadi belum ditindaklanjuti karena ada persoalan waktu? 
 

714. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 
 
 Waktu. 
 

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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716. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
Karena itu kan tata cara pelaksanaan di TPS, Yang Mulia. 
 

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, ya. 
 

718. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Yang dipersoalkan penyebutan nama dan sebagainya. 
 

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik. 
 

720. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 
 Terima kasih. 
 

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Tercatat dalam risalah.  
 Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya akan mengesahkan bukti. 
 Untuk Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021, Termohon 

mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-10, betul? Tolong, dinyalakan! 
 

722. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 

 Betul, Yang Mulia. 
 
723. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 

 Betul. 
 Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-10? 

 

724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH 
 

 Ya, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. 
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725. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Betul. 
 Kemudian Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-6? 

 

726. BAWASLU: AMRU ARFA (KOTA TIDORE KEPULAUAN) 
 

 Benar, Yang Mulia. 
 

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Nah, ini ada catatan. Termohon, Bukti T-1 ... sori, Bukti T-7 
kurang surat mandat saksi calon untuk Nomor Urut 1 di Kecamatan Oba 
Selatan dan Kecamatan Tidore Timur sebagaimana dalam daftar bukti. 

 

728. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 

 Mohon di … Termohon mau menjelaskan soal itu, Yang Mulia. 
 

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, gimana itu? 
 

730. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 

 Seperti yang tadi sudah Termohon sampaikan. Bahwa khusus 
untuk rekapitulasi tingkat kecamatan, pada Kecamatan Oba Selatan dan 
Oba Timur itu paslon … dan Tidore Timur, Yang Mulia. Oba Selatan dan 
Tidore Timur, itu Paslon Nomor 01 tidak hadir, Yang Mulia. 

 

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Paslon Nomor 1 tidak hadir? 
 

732. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-
XIX/2021: HENDRA KASIM 

 

 Tidak hadir, Yang Mulia. 
 

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

734. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.KOT-

XIX/2021: HENDRA KASIM 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. 
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735. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Yang Mulia. 
 

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya? 
 

737. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Yang Mulia, kami mau mengklarifiksi jumlah laporan tadi. 
 

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

Ya. 
 

739. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Yang dilaporkan pada tanggal 11 itu adalah 11 laporan. Kemudian 
di tanggal 12, itu kurang-lebih ada sekitar 9 laporan, Yang Mulia. 

 

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, baik. Terima kasih. 
 Terus kemudian, Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021, T-1 

sampai dengan T-79? 
 

741. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-
XIX/2021: MUHAMMAD SALMAN DARWIS 

 

 Benar, Yang Mulia. 
 

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-61? 
 

743. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHP.KOT-

XIX/2021: FAHRUDDIN MALOKO 
 

 Benar, Yang Mulia. 
 

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kemudian Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-52? Nah, ini ada 
catatan. Daftar bukti dengan bukti fisiknya enggak sesuai di Bukti PK-
13.2 tertulis, ”TPS 04,” fisiknya TPS 05, yang betul yang mana? 

 

745. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Ya, itu yang tadi kami renvoi. 
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746. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Yang di fisik yang betul, ya? 
 

747. BAWASLU: SULFI MAJID (KOTA TERNATE) 
 

 Di fisik yang betul. 
 

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke, disesuaikan dengan yang di ... yang di fisik.  
Baik, kalau begitu saya ulangi, Perkara Nomor 55/PHP.KOT-

XIX/2021 Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-79, Bukti PT-1 sampai 
dengan Bukti PT-61, dan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-52. Untuk 
Bukti PK-13.2 yang betul adalah fisiknya. Semuanya, baik Perkara Nomor 
13/PHP.KOT-XIX/2021 maupun Perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 
disahkan. 

 
 
 Kemudian, yang terakhir perlu saya sampaikan pada kesempatan 

ini sebagai informasi awal, ya. Setelah kita menyelesaikan dua kali 
persidangan ini, maka Majelis Panel akan melaporkan seluruh rangkaian 
persidangan ini dan seluruh dokumen yang tertulis, ya, baik 
Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, maupun 
Keterangan Bawaslu, beserta seluruh buktinya ke Rapat 
Permusyawaratan Hakim. Kemudian, Para Pihak tinggal menunggu 
pemberitahuan dari Kepaniteraan, apakah perkara ini berlanjut untuk 
lakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti lanjutan, atau sudah bisa 
diselesaikan pada persidangan ini saja. Ya, baik. Tidak ada persoalan 
lagi?  

Sidang selesai dan ditutup. 
 
 

 
 
 

Jakarta, 8 Februari 2021 
Panitera, 

        Muhidin 
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